BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.257, 2017 KEMEN-KUKM. USP oleh Koperasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 /PER/M.KUKM/ II /2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha
bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif,
perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha
simpan pinjam oleh Koperasi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan, agar
masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan
yang sebesar-besarnya;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan
dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial
masyarakat, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
15/PER/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi, perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
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Menengah Republik Indonesia tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3549);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan
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1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998
tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165
Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 339);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 106);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagan
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1489);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1490);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 15/PER/M.KUKM/IX/2015
TENTANG USAHA SIMPAN PINUAM OLEH KOPERASI.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1494), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah tiga ketentuan yakni angka
31, angka 32 dan angka 33, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut
KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan
usahanya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP
Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak
di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari
kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

4. KSP Primer adalah KSP yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang seorang.

5. KSP Sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan
beranggotakan KSP.

6. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang
diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk
mengurus organisasi dan usaha koperasi.

7. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat
dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi
pelaksanaan  kebijaksanaan dan  pengelolaan

koperasi.
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Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak
ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi
wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau
Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian
kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian
antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga
sedarah dari pihak lain.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau
anggotanya kepada koperasi dalam bentuk
simpanan dan tabungan.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama
banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi
pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat
diambil kembali selama yang bersangkutan masih
menjadi anggota.

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu
yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota
kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan
tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama
yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi
dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan
berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati
antara penabung dengan koperasi yang
bersangkutan dengan menggunakan Buku
Tabungan Koperasi.

Simpanan Berjangka adalah simpanan pada
koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan
dengan koperasi yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disebut SHU
merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh

dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
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